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ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi International Plan of Action to Prevent,
Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) sebagai rezim internasional untuk
mencegah, membatasi, dan menghapus Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing yang
ada di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi
IPOA-IUU oleh Indonesia melalui kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing
Tahun 2012-2016. Analisa penelitian ini akan menggunakan konsep Implementasi Rezim
oleh Steinar Andresen yang di dalamnya terdiri dari fase ratifikasi, transformasi ke dalam
legislasi nasional, pelaksanaan program nasional, hubungan antara regulator dengan
kelompok sasaran dan respon kelompok sasaran terhadap regulasi yang berlangsung, dan
konsekuensi yang dihasilkan dari respon kelompok sasaran. Metode penelitian yang
digunakan penulis adalah metode Kualitatif-Deskriptif dan sumber data berasal dari data
sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia telah
mengimplementasikan rezim [POA-IUU ke dalam kebijakan nasionalnya sesuai dengan
fase-fase implementasi oleh Steinar Andresen. Indonesia sudah meratifikasi IPOA-IUU
pada tahun 2001, dilanjutkan dengan legislasi nasional yang menyesuaikan dengan IPOA-
IUU. Kemudian, IPOA-IUU diterapkan dalam pelaksanaan program nasional, terciptanya
hubungan kerja sama antara regulator dengan kelompok sasaran, serta memberikan
konsekuensi berupa dampak internal dan eksternal terhadap kelompok sasaran.

Kata kunci: IPOA-IUU, Implementasi, Rezim, IUU Fishing, Indonesia.
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ABSTRACT

This research endeavors to explore the implementation of the International Plan of Action
to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) within the Indonesian context.
It seeks to understand the integration of IPOA-IUU as an international regime into the
Indonesian legal and policy framework, specifically within the framework of the National
Action Plan for the Prevention and Control of Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)
Fishing 2012-2016. The analysis in this study draws from Steinar Andresen's Regime
Implementation framework, which encompasses the stages of ratification or acceptance of
international programs, transformation of international commitments into national
legislation, exercise of national programs, the relationship between regulators and the
target groups and the target groups’ response to regulation, and the consequences of the
target groups' response. The research methodology is grounded in a Qualitative-
Descriptive approach, with secondary data serving as the source of information. The
findings of this research indicate that Indonesia has integrated the [POA-IUU regime into
its national policies in accordance with the implementation phases outlined by Steinar
Andresen. Indonesia formally ratified the IPOA-IUU in the year 2001. This ratification
was accompanied by the enactment of corresponding national legislation aimed at
harmonizing with the provisions of IPOA-IUU. Subsequently, the [IPOA-IUU framework
has been integrated into the implementation of national programs, facilitating cooperative
engagements between regulators and the target groups, and imparting consequences in the
form of both internal and external impacts on the targeted group.

Keywords: IPOA-IUU, Implementation, Regime, [IUU Fishing, Indonesia.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu keamanan tradisional bukan lagi menjadi satu-satunya isu yang mengancam
keamanan dunia internasional. Pada akhir dekade 1990-an, isu non-tradisional yang
dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Barry Buzan, Jaap de Wilde, dan Ole Waever
muncul sebagai isu penting karena isu non-tradisional tidak lagi merupakan ancaman yang
berbentuk ancaman pada aspek militer atau ancaman fisik seperti perang (Sudiar,
Pendekatan Keamanan Manusia dalam Studi Perbatasan Negara, 2019). Isu keamanan non-
tradisional lebih terfokus kepada isu yang tersebar dalam berbagai area berbeda namun
saling terkait dan terkadang juga mengalami overlapping, contohnya seperti keamanan
lingkungan hidup (environmental security), keamanan ekonomi (economic security),
keamanan pangan (food security), keamanan manusia (human security), keamanan maritim
(maritime security), dan sebagainya. Isu-isu tersebut dinilai memiliki dampak serius
kepada semua level baik itu terhadap keamanan nasional, regional, maupun internasional

atau global (Sagena, 2013).

Isu keamanan non-tradisional dalam bentuk isu keamanan maritim yang juga
menjadi salah satu isu penting dalam dunia internasional adalah isu Illlegal, Unreported,
and Unregulated (IUU) Fishing. Food and Agriculture Organization (FAO)
mendefinisikan IUU Fishing sebagai setiap kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah,
tidak dilaporkan, dan tidak diatur yang dilakukan baik di kawasan laut lepas maupun pada
wilayah yang telah diatur di dalam yurisdiksi nasional (FAO, 2023). Sedangkan apabila
dilihat berdasarkan perspektif lingkungan, yang termasuk ke dalam kegiatan IUU Fishing

adalah kegiatan menangkap ikan dan spesies yang dilindungi tanpa izin, menggunakan



alat-alat tangkap ikan yang dilarang, serta melakukan penangkapan ikan yang melebihi
kuota (Suherman, et al., 2020). IUU Fishing menjadi salah satu ancaman terbesar bagi
ekosistem laut karena memiliki potensi melemahkan upaya nasional dan daerah untuk
mengelola perikanan secara berkelanjutan serta upaya untuk melestarikan keanekaragaman

hayati laut (FAO, 2023).

Menurut data yang dikeluarkan oleh World Wildlife Fund (WWF), IUU Fishing
telah mengancam sebanyak 85% stok ikan global (Sistiyanto, 2018). Padahal sektor
perikanan merupakan sumber pendapatan yang signifikan terutama bagi negara-negara
berkembang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap ketahanan pangan dan gizi
global. Lebih dari 800 juta orang di negara berkembang mengandalkan perikanan untuk
mata pencaharian mereka. The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)
memperkirakan produksi ikan global akan mencapai 196 juta ton pada tahun 2025, dengan
52% berasal dari akuakultur dan 48% dari perikanan tangkap. Oleh karena itu sektor
perikanan sangat penting untuk ketahanan pangan global, pengentasan kemiskinan, dan
kesejahteraan manusia (Kusuma et al., 2021). Namun keberlangsungan dan ketahanan
pangan sektor perikanan terancam oleh maraknya praktik Illegal, Unreported and

Unregulated Fishing.

Dampak ekonomi IUU Fishing telah mengakibatkan kerugian langsung bagi
negara-negara yang mengandalkan laut sebagai keunggulan komoditi mereka. Berdasarkan
studi dari University of British Columbia (UBC) yang menggunakan data tangkapan ikan
global dari 143 negara tahun 2004, penangkapan ikan ilegal sebesar 8-14 juta metrik ton
terjadi setiap tahunnya di seluruh dunia dan total kerugian yang disebabkan oleh
penangkapan ilegal tersebut juga tidak kalah besar, yakni sekitar USD 26-50 miliar per

tahun. Kawasan Asia dan Afrika menjadi kawasan yang paling terdampak akan adanya



IUU Fishing ini. Kawasan Afrika mengalami kerugian sekitar USD 8-14 miliar per tahun,
sementara kawasan Asia mengalami kerugian yang lebih besar setiap tahunnya, yakni

sekitar USD 10-20 miliar (Orlowski, 2020).

Penyebaran IUU Fishing tidak berhenti begitu saja dan bahkan wilayah cakupan
praktik IUU Fishing justru semakin meluas dari tahun ke tahun. Pemerintah di seluruh
dunia telah mengakui efek negatif dari penangkapan ikan yang berlebihan terhadap
keberlanjutan sumber daya dan ekosistem laut. Akhirnya isu IUU Fishing bergerak menuju

ke garis depan agenda kebijakan perikanan internasional (Schmidt, 2005).

Sebagai organisasi internasional yang salah satu tujuannya adalah untuk
mengupayakan keberlanjutan terhadap sumber daya alam dan sumber daya genetik, tentu
saja IUU Fishing menjadi perhatian serius bagi FAO karena apabila tidak segera ditangani,
maka [UU Fishing dapat berakibat buruk bagi kelangsungan sumber daya laut global.
Food and Agriculture Organization (FAO) merupakan sebuah organisasi internasional
yang memiliki 194 member negara anggota serta satu anggota organisasi, yakni Uni Eropa
(FAO, 2023). FAO dibentuk pada tahun 1945 oleh International Institute of Agriculture
(ITA) di Kota Quebec, Kanada, dan memiliki kantor pusat di Roma, Italia. Tujuan utama
dari FAO adalah menghapus kelaparan, kerawanan pangan dan malnutrisi, serta
penanganan berkelanjutan terhadap sumber daya alam dan sumber daya genetik untuk

kesejahteraan generasi yang akan datang (Bhalla et al., 2019).

Penanganan IUU Fishing yang dianggap sulit untuk ditangani secara mandiri oleh
masing-masing negara akhirnya menuntun terciptanya kerjasama dalam penanganan IUU
Fishing oleh negara-negara anggota FAO. Pada 31 Oktober tahun 1995 akhirnya
disepakatilah Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995 oleh negara-negara

anggota sebagai voluntary non-binding instrument guna menetapkan standar perilaku
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internasional bagi praktik yang bertanggung jawab dengan tujuan untuk memastikan
konservasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya perairan yang efektif dengan
tetap mementingkan dan menjaga ekosistem serta keanekaragaman hayati yang ada dan
diterapkan sesuai peraturan nasional dari masing-masing negara (FAO, 2023). Voluntary
non-binding sendiri merupakan prinsip yang menekankan bahwa diperlukan adanya peran
aktif secara sukarela oleh masing-masing negara dalam menjalankan tugas atau aturan

yang telah ditetapkan (Budiyanti & Sudirman, 2019).

Namun instrumen CCRF 1995 tidak memuat aturan mengenai penanganan IUU
Fishing secara langsung sehingga dalam perjalannya CCRF 1995 ini dianggap belum
cukup mampu dalam menangani IUU Fishing (Payne et al., 2004). Akhirnya pada akhir
tahun 1999 FAO menyatakan komitmen untuk menghapus dan mencegah segala bentuk
IUU Fishing secara lebih serius. Rencana aksi internasional dicetuskan dalam
International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU)
pada tahun 2001. IPOA-IUU Fishing merupakan rezim internasional tidak mengikat yang
merupakan rencana aksi global dalam rangka mencegah kerusakan sumber daya perairan
akibat tindakan IUU Fishing. IPOA-IUU Fishing juga memberikan rekomendasi bagi
negara-negara yang tergabung untuk menerapkan sanksi yang bisa memberikan efek jera
bagi para pelaku IUU Fishing sehingga diharapkan upaya tersebut dapat mengatasi dan
menanggulangi IUU Fishing secara lebih efektif. Pelaksanaan dilakukan dengan konsisten
dan transparan sesuai dengan kebijakan nasional masing-masing negara (Lutfi et al.,

2017).

Di dalam IPOA-IUU dijelaskan beberapa ketentuan bagi negara-negara yang telah
melakukan ratifikasi [POA-IUU, yakni dalam Pasal 25 dan 26 menyatakan bahwa negara

yang meratifikasi [POA-IUU untuk mengembangkan dan mengimplementasikan IPOA-



IUU dalam bentuk National Plan of Action (NPOA) yang di dalamnya memuat tentang
upaya pengelolaan perikanan regional yang relevan untuk mencegah dan memberantas
IUU Fishing. NPOA tersebut nantinya akan dilaporkan kembali kepada FAO dengan
tujuan dokumentasi dan refleksi bagi FAO dan negara-negara anggota untuk meningkatkan
efektivitas strategi dalam memerangi [UU Fishing (Rincian pada Lampiran 1). Selain itu
dalam Pasal 28.1 - 28.7 IPOA-IUU disebutkan juga terkait “Cooperation between States”
yang menyarankan kepada negara-negara terkait untuk membentuk sebuah kerjasama baik
dalam bentuk kerjasama bilateral ataupun kerjasama regional dalam rangka mencegah dan

memberantas [UU Fishing ((Rincian pada Lampiran 2) (FAO, 2001).

Indonesia menjadi salah satu negara yang tak luput dari dampak akibat adanya
praktik IUU Fishing. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki
keunggulan geografis yang terdiri dari 17.499 pulau dan 5,8 juta km? perairan laut, terbagi
menjadi 0,3 juta km? laut teritorial, 2,95 juta km” perairan kepulauan, dan 2,55 juta km?
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Pratama, 2020). Dibalik letak geografis
Indonesia yang strategis tersebut terdapat kekayaan alam yang begitu melimpah. Perikanan
laut Indonesia memiliki potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per-tahun yang tersebar di
seluruh wilayah perairan Indonesia dan perairan ZEEI. Terdapat pula sekitar 8.500 jenis
ikan, 555 jenis rumput laut, dan 950 jenis biota terumbu karang yang menghuni laut
Indonesia. Perikanan laut Indonesia terdiri dari 37% spesies ikan dunia, termasuk ikan
karang, berbagai jenis ikan hias, tuna, udang, lobster, kerang, dan juga rumput laut

(Kusuma et al., 2021).

Namun dibalik potensi kekayaan laut yang besar tersebut justru dapat mengundang
berbagai ancaman, yakni salah satunya adalah tindak kejahatan penangkapan ikan ilegal

atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Stok ikan yang menipis di Asia



Tenggara telah menjadi salah satu penyebab armada penangkap ikan asing menjelajah ke
wilayah negara lain, yang salah satunya adalah negara Indonesia dan berakibat
menciptakan ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangganya (Gindarsah &
Priamarizki, 2015). Selain itu beberapa faktor yang menjadi pendorong terjadinya praktik
IUU Fishing di Indonesia, diantaranya adalah kondisi geografis indonesia yang memiliki
wilayah perairan laut yang sangat luas, keterbatasan sarana dan prasarana, kurang
optimalnya kerjasama antar instansi, sistem pengawasan yang kurang optimal, dan faktor

ekonomi (Nurhakim, 2020).

Beberapa kegiatan IUU Fishing yang sering ditemukan di Indonesia diantaranya
adalah penggunaan surat izin palsu dan pelayaran tanpa izin, melakukan kegiatan
perikanan diluar batas yang telah ditentukan, transhipment di tengah laut, serta
penggunaan bahan dan alat tangkap yang berbahaya (Ditjen PSDKP, 2016). Pusat data dan
Informasi KIARA (Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan) mencatat dari sepanjang
tahun 2001 hingga tahun 2012 tercatat sebanyak 6.215 kasus pencurian ikan di perairan
Indonesia (KABAR BAHARI, 2014). Tidak hanya berhenti di tahun 2012 saja, kasus ITUU

Fishing masih terus terjadi hingga sekarang.

Berdasarkan laporan dari Food and Agriculture Organization (FAQO), setiap tahun
Indonesia menghadapi kerugian sekitar US $10 - US $23 miliar. Sementara itu pemerintah
Indonesia memperkirakan kerugian telah mencapai sekitar 300 triliun rupiah setiap
tahunnya akibat maraknya illegal fishing oleh beberapa negara seperti China, Malaysia,

Filipina, Thailand dan Vietnam (Farhan et al., 2018).

Sebagai salah satu anggota FAO yang tergabung sejak tahun 1948 (BKPM, 2023),
Indonesia juga meratifikasi International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate

IUU Fishing (IPOA-IUU) pada tahun 2001 (BPK, 2013). Sebagai bentuk keseriusan
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Indonesia dalam mencegah dan mengatasi [lUU Fishing dan implementasi dari adanya
kesepakatan tersebut ditunjukkan dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kelautan dan
Perikanan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Nasional
Pencegahan dan Penanggulangan lllegal, Unreported, and Unregulated Fishing Tahun
2012-2016. Rencana Aksi Nasional yang merupakan hasil dari ratifikasi IPOA-IUU
tersebut memuat tentang upaya pengelolaan perikanan regional yang relevan untuk

mencegah dan memberantas [UU Fishing (BPK-RI, 2012).

IPOA-IUU tentunya menjadi instrumen baru yang penting sebagai upaya dalam
mencegah tindakan IUU Fishing di Indonesia karena instrumen yang sebelumnya, yakni
CCREF 1995 belum cukup mampu menangani IUU Fishing secara efektif. Oleh karena itu
peneliti tertarik meneliti lebih jauh mengenai implementasi IPOA-IUU oleh Indonesia

guna melihat sejauh mana implementasi IPOA-IUU ini dijalankan di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat
dikemukakan oleh penulis adalah “Bagaimana implementasi International Plan of
Action to Prevent, Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) oleh

Indonesia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengetahui bagaimana
proses implementasi International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate

1UU Fishing (IPOA-IUU) oleh Indonesia.



1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu
Hubungan Internasional dan dapat menambah literatur bacaan khususnya yang
berkaitan dengan proses implementasi International Plan of Action to Prevent,

Deter, and Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) oleh Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca untuk mengetahui
bagaimana proses implementasi International Plan of Action to Prevent, Deter, and
Eliminate IUU Fishing (IPOA-IUU) oleh Indonesia, sekaligus memberikan
gambaran terkait [lUU Fishing khususnya IUU Fishing yang terjadi di Indonesia
sehingga pembaca bisa lebih mengerti akan dampak dari adanya IUU Fishing
sekaligus upaya apa saja yang sebaiknya dilakukan sebagai masyarakat
umum/individual dalam rangka partisipasi mencegah, membatasi, dan menghapus

IUU Fishing.
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